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ABSTRAK

Penulisan skripsi“ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan Dana Desa di
Desa Sukabaru. Penulisan. skripsi ini berdasarkan adanya fenomena yang terjadi’ di Desa Sukabaru yaitu pada
tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa
Sukabari belum optima. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif&dengan
pendekatan kualitatif. Dengan langkah-langkah memilih topik kajian, instrumentasi, pelaksanaan penelitian
pengolahan data serta pada hasil penelitian dengan menarik kesimpulan dan saran. Instrumen kunci penelitianini
adal ah peneliti sendiri. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian inimelalui wawancara
dan dokumentasi kemudian data yang diperoleh “dianalisis serta untuk menguji keabsahan data penéliti
menggunakan triangulasi sumber. Teori yang peneliti-gunakan untuk melihat dan mendeskripsikan masalah pada
pengel olaan'Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sukabaru adalah teori yang diungkapkan aleh
Gearge Rabert Terry tentang fungsi manajemen |yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
pengawasan.

Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa pada pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdaysan Masyarakat di Desa
Sukaharu belum optimal. Hal ini dikatakan belum| optimal’ karena di dalam kegiatan perencanaan dalam
musrenbangdes minimnya usulan-usulan kegiatan mengenai |pemberdayaan masyarakat, pada pengorganisasian
belum |dibentuknya tim pelaksana kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat, pada pelaksanaan kegiatan
kurangnya peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan, pada pengawasan sudah cukup
baik karena dilakukan pengawasan langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa namun adanya keterlambatan
dalam peryampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Kata-kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan, Pemberdayaan Masyarakat.

THE MANAGE OF VILLAGE’S FUND TO EMPOWERMENT OF SOCIETY AT
DESA SUKABARU; KECAMATAN.BENUA KAYONG,
KABUPATEN KETAPANG

Abstrak

This thesis was purpose to know and describe how to manage village’s fund at Desa Sukabaru. It was based a
fact that happen at Desa Sukabaru on step of a plan, organize, actuate and control to manage village’s fund at
Desa Sukabaru was not optimal yet. This research was using a kind of descriptive research with qualitative
approach. The steps to choose of topic, instrumentation, do research to manage a data and result of research with
interesting conclusion and advice. Instrument in this research was its research. The technique to use in collect of
data in this research by interview and documentation. And after that it will analyzed and tested of its valid that
use the source of triangulation. The theory of research was using to see and describe a problem on manage of
village’s fund to empowerment of society at Desa Sukabaru was a theory that expressed by George Robert Terry
about function of management was planning, organizing, actuating and controlling.
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The result of this research that about the manage of village’s fund to empowerment of society at Desa Sukabaru
was not optimal yet.it was because in this activity in discussion of plan about build a village because a few
opinions about empowerment of society to organize was not used yet a team to do activity to empower of society
and less the tools of support that used in activity of empowerment. Then on step of control was enough because
directly by Agency Conference of Village but there was a late in delivery about report to use of village’s fund.

Keywors: Village’s fund, Organizer, Empower ment of Society

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Didalam Undang-Undang Nomor
6 Tahun'2014 tentang Desa adalah Desa
adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal-usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Ditegaskan
juga didalam Peraturan- Pemerintah
Nomor 437 tahun 2014 . tersebut,
Pemerintahan Desa adalah penyelenggara
urusan pemerintahan “dan.. kepentingan
masyarakat setempat dalam  sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Selanjutnya yang dimaksud
pemerintah desa adalah kepala desa atau
yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa
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Drdalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun
2014 tentang Pengélelaan Keuangan
Desa, Dana:rdesa addah™.dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melé@ui Anggaran
Pendapatan dan Belanja  Daerah
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk
mendanai  pelaksanaan  kewenangan
berdasarkan hak asal  usul |dan
kewenangan lokal berskala Desa|yang
diatur dan diurus oleh Desa.a. membahas
dan menyepakati Rancangan PReraturan
Desa bersama Kepala Desa
Anggaran. Pendapatan dan Belanja
Desa disebut', APBDesa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Anggaran_Pendapatan dan Belanja Desa
terdiri atas bagian Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan. Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa digjukan
oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan
bersama Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). Sesuai dengan hasil musyawarah
kepala desa menetapkan Anggaran
2
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Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun
dengan Peraturan Desa (Perdes).

Dalam Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrass nomor 22 Tahun 2016
tentang penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2017 dijelaskan bahwa
daam pelaksanaan penggunaan Dana
Desa diprioritaskan untuk _membiayai
pelaksanaan  program+" dan kegiatan
berskala lokal Desa bidang Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat serta
pel aksanaan kégiatan diutamakan
dilakukan secara swakelola dengan
sumber/bahan baku

lokal/desa dan diupayakan dengan lebih

menggunakan

banyak ‘menyerap tenaga kerja dari

masyarakat.Desa setempat.
Kebijakan

Masyarakat juga tertuang didalam

Pemberdayaan

ketentuan Undang-Undang Nomor 23
Tahun | 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, yang menjelaskan "pemberian
otonomi yang luas +kepada. daerah
diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesegjahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta
masyarakat.

Berdasarkan pra penelitian yang
peneliti lakukan pada bulan Januari 2017,
ditemukan beberapa fenomena terkait
dengan pengelolaan Dana Desa dalam

Pemberdayaan Masyarakat di  Desa
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Sukabaru Kecamatan Benua Kayong
Kabupaten Ketapang. Fenomena tersebut
adalah dalam pelaksanaan musrenbangdes
minimnya  usulan-usulan mengenai
pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan
masyarakat. Hal ini terungkap dalam hasil
Musrenbang desa yang sebagaimana
wsulan-usulan yang digukan merupakan
usulan-usulan yang
Pembangunan Fisik.

Dalam pengorganisasian, belum

prioritasnya

terbentuknya.stim pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat sebagaimana
yang telah di tentukan dalam Peraturan
Bupatic No. 56 tahun2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugdas
dan  Fungs
Masyarakat dan Pemerintah Desa. Pada
pelaksanaan  kegiatan tersebut pula

Dinas  Pemberdayaan

terdapat kekurangan aat-alat pendukung
dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
khususnya pada pemberdayaan kelompok
tani. Dalam . pengawasan;’ mash
terlambatnya. dalam pelaporan readlisasi
penggunaan ' Dana Desa sehingga
menyebabkan  keterlambatan ~ dalam

pencairan Dana Désa pada Tahun 2017.

I dentifikasi Permasalahan

Berdasarkan |atar belakang
permasal ahan diatas, penulis
megidentifikasikan permasalahan sebagai

berikut:
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1. Daam hasil musrenbangdes,
minimnya usulan kegiatan
pemberdayaan masyarakat desa.

2. Belum dibentuknya Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) dalam kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3. Kurangnya Peralatan pendukung
ddam  pelaksanaan  kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat.

4. Keterlambatan dalam
penyampai@an laporan . redlisas

penggunaan Dana Desa.

Fokus Penedlitian

Penelitian ini difokuskan:. pada
Pengelolaan Dana Desa  daam
Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun
Anggaran...2017 di Desa Sukabaru
Kecamatan Benua Kayong Kabupaten
Ketapang.

Rumusan Per masalahan

Berdasarkan uraian dari latar
bel akang tersebut, maka dapat dirumuskan
permasal ahan penelitian yaitu: Bagaimana
Pengelolaan Dana Desa  daam
Pemberdayaan Masyarakat..pada Tahun
Anggaran 2017 di Desa Sukabaru
Kecamatan Benua Kayong Kabupaten
Ketapang.

Tujuan Pendlitian
1. Untuk
Pengelolaan Dana Desa daam

mengetahui bagaimana
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Pemberdayaan Masyarakat di desa
Sukabaru Kecamatan Benua Kayong
Kabupaten K etapang.

2. Untuk mengetahui apakah masyarakat
di Desa Sukabaru Kecamatan Benua
Kayong Kabupaten Ketapang

merasakan program Pemberdayaan

Masyarakat.

M anfaat Penelitian
Secara Teoritis

Dari hasilipenelitian ini, diharapkan
dapat © memberikan manfaat., dan
menambah wawasan pengembangan ‘ilmu
pengetahuan, khususnya«perkembangan
IImu Pemerintahan dan berttjuan sebagai
bahan referenss kepada para pembaca
terutama berkenaan dengan pengelolaan
Dana Desa daam Pemberdayaan
Masyarakat.

Secara praktis

Berdasarkan hasil penglitian ini,
penulis berharap agar hasil dari pendlitian
ini. dapat bermanfaat sebagal masukan
Desa  Sukabaru
kecamatan__Benu&™ Kayong Kabupaten

bagi  Pemerintah

Ketapang terhadap pengelolaan Dana
Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat
serta bermanfaat sebagai pedoman dalam
mengevaluasi program  untuk  dapat
meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa

dikemudian hari.
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B. KERANGKA TEORI

Teori Manajemen

Menurut George Robert Terry
(dalam Wiludjen, 2007:4-5)
mengemukakan mangemen adalah suatu
proses yang khas yang terdiri dari
tindakan-tindakan

pengorganisasian,

perencanaan;
pengarahan dan
pengendalian yang .dilakukan untuk
menetukan serta mencapal sasaran-sasaran
yang telah ditentukan melalui
pemanfaatan sumber daya manusia dan
sumber-sumber lainnya.

Menurut pendapat George R: Terry
(dalam Wiludjen, 2007:58) Perencanaan
adalah memilih dan menghubungkan fakta
dan membuat serta menggunakan asumsi-
asumsi mengenai masa yang akan datang
dengan jaan menggambarkan dan
merumuskan  kegiatan-kegiatan  yang
diperlukan untuk mencapai hasil. yang
diinginkan. George R. Terry (daam
Wiludjen, 1 2007:92)
pengertian  ‘pengorganisasian: | sehagai
tindakan
hubungan kelakuan yang. efektif dan

mengemukakan

mengusahakan  hubungan-
demikian memperoleh kepuasan pribadi
dadam ha melaksanakan tugas-tugas
tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu
guna mencapa tujuan atau sasaran
tertentu. Menurut pendapat George R.
Terry (dalam Wiludjen, 2007:101) definis
pelaksanaan adalah membuat semua
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anggota kelompok agar mau bekerja sama
dan bekerja secara ikhlas serta bergairah
untuk mencapai tujuan sesual dengan
perencanaan dan usaha pengorganisasian.
Sedangkan menurut George Robert Terry
(dalam Wiludjen, 2007:176) Pengawasan
dapat didefiniskan sebagai  proses
penentuan, apa yang harus dicapai yaitu
standar, apa yang sedang dilakukan yaitu
pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan
apabila perlu melakukan perbaikan-
perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai
dengan rencana yaitu selaras.dengan
standar. Jadi, pengawasan juga dapat
dismpulkan sebagai tifidakan untuk
membandingkan antara rencana dengan
aktualnya.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipergunakan
dalam ' penelitian. ini adaah jenis
penelitian deskriptif dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Peneliti memilih
penelitian_ini..dikarenakan peneliti ingin
mengungkapkan hasil penelitian berupa
gambaran sistematis, faktual dan akurat
mengenai faktor-faktor serta hubungan
antara fakta Dengan menggunakan
metode penelitian kualitatif — peneliti
mengharapkan dapat mengembangkan
serta  mengungkapkan  permasaahan-
5
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permasdahan yang ada dilapangan
sehingga peneliti dapat menemukan fakta-
fakta baru dilapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Daam melakukan penelitian perlu
diperoleh data primer dan data sekunder.
Untuk memperoleh  data  tersebut
diperlukan teknik pengumpulan data
Adapun teknik pengumpulan data pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Teknik Observag

Peneliti melaksanakan observas
ke lokas dimana peneliti sendiri ‘terlibat
langsung dan- mengamati kegiatan yang
dilekukan' sehari-hari di Desa Sukabaru
Kecamatan.. Benua Kayong Kabupaten
Ketapang pada pengelolaan dana desa
daam pemberdayaan masyarakat itu
sendiri.

Wawancara

Peneliti.  menggunakan.: pedoman
wawancara dan ‘imengadakan wawancara
langsung guna memperoleh_penjelasan
atau keterangan dari sumber data yang
kompeten dengan masalah yang diteliti.
Maka dilakukan wawancara lebih lanjut
kepada kepala desa, sekretaris desa,
kepala badan permusyawaratan desa,
kepala urusan pemerintahan desa dan

kepala lembaga pemberdayaan
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masyarakat dan masyarakat Desa di Desa
Sukabaru yang dianggap berkompeten
dadam memberikan informasi yang
dibutuhkan.
Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan
peristiwa yang telah berlau dapat
berbentuk tulisan, gambar atau tulisan-
tulisan seseorang. Dokumentas
merupakan perlengkapan penggunaan dari
metode observas dan“wawancara dalam
penelitian kualitatif karena hasil penelitian
dari ,Observasi dan wawancara akan dapat
lebih dipercaya kalau didukung dengan
dokumen-dokumen, fotesfoto maupun

datalainnya.

D. HASIL PENELITIAN

Pengelolaan Dana Desa
Pada Pengelolaan Dana Desa
sesungguhnya diatur dalam jPeraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati
Ketapang_Nomor“8 Tahun 2017 tentang
Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa. Dalam peraturan
tersebut dijelaskan tentang pembagian
Dana Desa yaitu dengan memperhatikan
pada aspek jumlah penduduk, jumlah
penduduk miskin, luas wilayah dan indeks
kesulitan geografis di tiap-tiap Desa dan
6
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pada penggunaan Dana Desa tersebut
meliputi  untuk bidang pelaksanaan
pembangunan dan bidang pemberdayaan

masyarakat di Desa.

Tahap Perencanaan (Planning)

Menurut pendapat George R.
Terry (dadam  Wiludjen, 2007:58)
Perencanaan adalah  memilih  dan
menghubungkan fakta.dan membuat serta
menggunakan asumsi-asumsi = mengenal
masa yang.sakan datang dengan jalan
menggambarkan dan merumuskan
kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk
mencapal hasil yang diinginkan: Pada
tahap perencanaan (planning) Pemerintah
Desa menyel enggarakan kegiatan
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
selanjutnya disingkat Musrenbangdes
yang| dilaksanakan pada tanggal 28
Januari, 2017. Kegiatan musrenbangdes
tersebut| diselenggarakan dengan..tujuan
agar dapat
Pembangunan Desa serta-dapat. menyerap

menentukan arah

aspirasi-aspirasi yang diusulkan - .oleh
Masyarakat Desa. Dalam kegiatan
musrenbangdes tersebut,-RPemerintah Desa
mengundang pihak-pihak atau perwakilan
masyarakat yang meliputi  Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala
Dusun dan Ketua RT yang
diselenggarakan di Kantor Desa Sukabaru.

Kegiatan musrenbangdes tersebut
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sekaligus untuk menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPIMDes) untuk jangka waktu lima
tahun dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKPDes) untuk jangka waktu satu
tahun.

Tahap Pengorganisasian (Organizing)
George R. Terry (dalam Wiludjen,
2007:92)

pengorganisasian

mengemukakan pengertian
sebagai tindakan
mengusahakan hubungan-hubungan
kelakuan yang efektif dan demikian
memperoleh kepuasan pribadi dalam, ha
melaksanakan tugas-tugas:tertentu dalam
kondis  lingkungan tertentu  guna
mencapai  tujuan atau Sasaran tertentu.
Pada tahap pengorganisasian (organizing)
daam Pengelolaan Dana Desa pada
bidang Pemberdayaan Masyarakat di-Desa
Sukabaru  belum  terbentuknya®' tim
pelaksana kegiatan yang membidangi
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Desa Sukabaru tersebut. Adapun dalam
pelaksanaan pada bidang Pembangunan di
Desa Sukabaru tersebut'telah di bentuk
tim pelaksana-kegiatan pembangunan di
Desa Sukabaru yang terdiri dari Kepala
Desa selaku Pembina, Kasi Pelayanan
sebagal ketua tim pelaksana kegiatan
pembangunan yang beranggotakan Kepala
Dusun Lembah Teratai, Kepala Dusun
Melate, dan Kepala Dusun Tanjung Beras

Basah. Adapun dari tujuan dibentuknya
7
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tim pelaksana kegiatan pembangunan
tersebut yaitu untuk menyusun rencana
pembangunan Desa dengan berpedoman
pada RKPDes, melakukan survey ke
lapangan bersama-sama dengan Kepala
Desa, Sekretaris Desa dan BPD dalam
melakukan penetapan titik-titik  untuk
dilaksanakannya pembangunan serta juga
untuk mengawas pada setigp“jaannya
pembangunan di Desa” Sukabaru agar
dalam pelaksanaan pembangunan tersebut
sesuai dengan kebutuhan “yang telah
diusulkan masyarakat: Desa dan" sesuai
dengan rincian biaya dalam

pembangunan.

Tahap Pelaksanaan (Actuating)

Gearge R. Terry (dalam Wiludjen,
2007:101) definis pelaksanaan adalah
membuat semua anggota kelompok agar
mau bekerja sama dan bekerja secara
ikhlas ‘'serta bergairah untuk mencapai
tujuan sesuai dengan -perencanaan dan
usaha pengorganisasian.——Dalam  tahap
pel aksanaan (actuating) pada™Pengelolaan
Dana Desa ‘iddam Pemberdayaan
Masyarakat di Desa Stkabaru_selain dari
minimnya  usulan-usulan mengenai
Masyarakat
tersebut adalah dalam pelaksanaan
Pemberdayaan

kurangnya peralatan pendukung yang

kegiatan  Pemberdayaan

Masyarakat masih

digunakan masyarakat untuk kegiatan
pada bidang pertanian. Salah satu sebab
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kurangnya fasilitas pendukung tersebut
seperti mesin pembagjak sawah, mesin
penggiling padi dan mesin genset adalah
penggunaan Dana Desa di Desa Sukabaru
lebih diprioritaskan untuk pembangunan
fisk Desa sehingga Dana Desa untuk
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak
mencapal 10% dari keseluruhan Dana
Desa yang-disal urkan.

Tahap Pengawasan (Centrolling)
George Ri Terry (dalam Wiludjen,
2007:176) Pengawasah (controlling) dapat
didefiniskan sebaga proses penentuan,
apa yang harus dicapai yaitu standar, apa
yang sedang dilakukan yaitupel aksanaan,
menilai pelaksanaan dan apabila perlu
melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga
pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu
selaras dengan  standar.  Perlunya
pengawasan pada Pengelolaan Dana Desa
di Desa Sukabaru adalah merupakan
upaya untuk -bisa mengaptimalkan
penggunaanya dengan baik. Pengawasan
pada Pengeélolaan Dana Desa di Desa
Sukabaru dilaksanakan oleh pihak BPD.
Untuk itu, .BPD  bertindak sebagai
pengawas dalam setiap kegiatan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa agar
dapat berjalan sesual dengan peraturan
yang berlaku dan berdasarkan pada
kepentingan umum masyarakat desa.
Selanjutnya dalam pengawasan
(controlling) pada pelaporan redlisas
8
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penggunaan Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya mengalami  keterlambatan
daam penyusunan laporan redlisas
penggunaan Dana Desa. Sehingga untuk
realisas penyaluran Dana Desa di Desa
Sukabaru terlambat disalurkan
dikarenakan laporan pertanggungjawaban
penggunaan Dana Desa di periode
sebelumnya tidak diselesaikanstépat pada
waktunya yaitu bulan februari pada tahun

anggaran berjal an:

E. KESIMPULAN

1. Dimula™ dari tahap perencanaan

(planning) pada pengelolaan Dana
Pemberdayaan
Masyarakat sudah dikatakan cukup
baik. Pemerintah Desa sudah

melaksanakan kegiatan musrenbang

Desas... dalam

tingkat desa yang untuk merumuskan
usulan-usulan dari~-masyarakat desa
serta Kebijakan apa-sgja_yang akan
diambil oleh pemerintah™desa dalam
pengelolaan'Dana Desa.

2. Pada tahap pengorganisasian
(organizing) bahwa dalam
pengelolaan Dana Desa dalam
pemberdayaan masyarakat  sudah
dinilai cukup bak. Ha ini bisa
dibuktikan dari hasil wawancara dan
analisis yang penditi lakukan.
Adapun dalam tim pelaksanana
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kegiatan pembangunan sudah
dibentuk, namun untuk tim pelaksana
kegiatan pemberdayaan masyarakat
belum dibentuk.

Pada tahap pelaksanaan (actuating)
untuk pembagian kerjanya menurut
kepala desa, sekretaris desa dan BPD
dianggap sudah baik karena sesuai
dengan., kemampuannya masing-
masing. Namun didalam pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan kelompok
tani, yaitu smasih kurangnya alat
dalam mel aksanakan kegiatan
pertanian.

Pada tahap pengawasah (controlling)
peneliti menyimpulkan*bahwa masih
kurangnya pengawasan’ terhadap
pengelolaan Dana Desa dalam
Pemberdayaan ~ Masyarakat | hal
tersebut bisa dilihat dari |hasil
wawancara dan anaisis peneliti
bahwa dalam kegiatan pemberdayaan
masyarakat -masih minimnya dan
jarang dipantau oleh pihgk BPD dan
Pemerintah Desa.

SARAN

Pada tahap perencanaan Pemerintah
Desa perlu mengoptimalkan tahap pra
musrenbang terutama kegiatan untuk
mengidentifikasi masalah dan
kebutuhan masyarakat mulai pada
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tingkat RT supaya Desa mengetahui
potensi-potensi, masalah dan
kebutuhan masyarakat serta
pemerintah desa dapat
mengoptimalkan potensi-potensi
tersebut agar perencanaan dalam
pemberdayaan masyarakat  dapat
sesuai  dengan keinginan  untuk
kepentingan bersama.

Pada tahap pengorganisasian,
diharapkan kepada kades 'Sukabaru
agar dalam penempatan perangkat
desa’ tidak ,‘hanya melihat pada
kemauan bekerja perangkat desa,
namun juga memperlihatkan
perspektif:kinerja dari masing-masing
perangkat desa yang ada. jika kinerja
perangkat desa kurang
memuaskan/lambat perlu dilakukan
evaluasi terhadap kinerja  dari
perangkat desa dan melihat apa sga
masalah yang dihadapi perangkat
desa ' daam menjaankan tugasnya,
jika berkaitan dengan- kemampuan
perangkati. desa kurang "baik, -maka
sebaiknya perangkat desa tersebut
lebih sering untuk-=diikut sertakan
dalam berbagai kegiatan pelatihan,
seperti pelatihan  komputer  dan
kegiatan lannya  yang bisa
meningkatkan  kemampuan  dari
perangkat desa yang diselenggarakan
oleh pemerintah daerah.
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3. Pada tahap pelaksanaan untuk

masing-masing perangkat desa agar
lebih memahami tugas pokok dan
fungs yang diberikan kepada mereka
sesuai dengan UU Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa dan Peraturan
Menteri Nomor 84 tahun 2015
tentang susunan organisas tata kerja
pemerintah desa.

Pada tahap “pengawasan diharapkan
adanya koordinasi“antara pemerintah
desa dan . pihak "BPD lebih
ditingkatkan,  mehyusun keSepakatan
dadam ha pengawasan mengena
pengel olaan Dana Desa'dan pel aporan
penggunaan realisasis#Dana Desa.
Kesepakatan yang dimaksud adalah
kesepakatan yang disetujui  dan
dipahami oleh masing-masing
perangkat desa dan BPD yang disertai
dengan sanksi, agar masing-masing
perangkat desa dan BPD dapat
bertanggung jawab dengan

kewajibannya masing-masing.

. KETERBATFASAN PENELITIAN

Keterbatasan dalam penelitian ini
adalah terdapat pada peneliti sendiri
yang sulit untuk merangka kata-kata
yang bisa dipahami oleh pembaca dan
peneliti sadari kurangnya wawasan
mengenai  kata-kata dan kalimat
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sesuai dengan gaan yang
disempurnakan. Pemahaman yang
kurang dari para anggota BPD
mengenai penyusunan peraturan desa,

sehingga membuat peneliti sulit untuk

member pemahaman mengenal
Kinerja yang diteliti.
2. Penditi sadari kurangnya

pemahaman  tentang _bagaimana
mengenal tata cara“‘penulisan skripsi
yang bailk dan benar sesuai dengan
aturan yang berlaku.

3. Kaeterbatasan, Waktu pendliti,” dalam
melakukan  pengamatan  terhadap
obyek yang akan diteliti. Sehingga
peneliti tidak bisa lebih mendalami
informasi yang didapat dari informan
mengenai kinerja Badan

Permusyawaratan Desa.
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